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BPD is an institution that acts as a forum for community aspirations and has a strategic position in the 
village, but the existence of BPD in Kuripan Village, Ciseeng District has not carried out its duties and 
functions optimally. The weakness of the BPD's duties and functions in administering village government 
is feared to disrupt the check and balances mechanism, which in turn will weaken the democratic process 
at the village level. This Community Service activity aims to provide understanding to partners about the 
duties, functions, and authorities as members of the BPD. The method used in this activity is counseling 
and question and answer. Conclusion that; (1) Through this activity, BPD members can understand their 
duties, functions, and authorities in channeling the aspirations of villagers. (2) The results of the 
evaluation showed that all participants gave statements on a scale of 4, namely "very satisfied" with the 
activities carried out by the PkM team. This means that from 7 questionnaire statements filled out by 
participants, 100% stated that they were very satisfied with the activities carried out and in accordance 
with their expectations and provided enormous benefits for BPD members in Kuripan Village, Ciseeng 
District, Bogor Regency. 
Keywords: BPD, aspirations, community 
ABSTRAK 
Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang berperan sebagai wadah aspirasi 
masyarakat dan memiliki posisi yang strategis di Desa, namun keberadaan BPD di Desa 
Kuripan Kecamatan Ciseeng belum menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. 
Lemahnya tugas dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dikhawatirkan 
akan mengganggu mekanisme check and balances, sehingga pada gilirannya akan memperlemah 
proses demokrasi di tingkat desa. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan 
untuk memberikan pemahaman kepada mitra tentang tugas, fungsi, dan wewenang sebagai 
anggota BPD. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan dan tanya 
jawab. Kesimpulan bahwa; (1) Melalui kegiatan ini anggota BPD dapat memahami tugas, 
fungsi, dan wewenangnya dalam menyalurkan aspirasi warga desa. (2) Hasil evaluasi 
menunjukkan bahwa seluruh peserta memberikan pernyataan pada skala 4, yaitu “sangat 
puas” dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh tim PkM.  Artinya dari 7 (tujuh) 
pernyataan kuesioner yang diisi oleh peserta, 100% menyatakan sangat puas dengan kegiatan 
yang dilaksanakan dan sesuai dengan harapan mereka serta memberikan manfaat yang sangat 
besar bagi anggota BPD di Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor. 




Reformasi telah membawa 
perubahan paradigma dalam 
kehidupan politik dan ketatanegaraan 
di Indonesia, dari sistem otoritarian 
kepada sistem demokrasi, dan dari 
sistem sentralistik kepada sistem 
otonomi. Selama dua dekade pasca 
reformasi, posisi Pemerintahan Desa 
masih menjadi bagian dari 
Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan 
otonomi dan desentralisasi sebagai 
konsekuensi dari reformasi terbatas 
pada otonomi setingkat Daerah 
Provinsi dan Kabupaten/Kota yang 
menjadi simbol perwujudan demokrasi. 
Sebagai tindak lanjut dari konsep 
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pelaksanaan otonomi dan 
desentralisasi, dikembangkanlah 
pemisahan peraturan antara otonomi 
daerah dan otonomi desa dengan 
lahirnya Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa. 
Pelaksanaan otonomi daerah 
sangat bergantung pada kesiapan 
Pemerintah Daerah dalam menata 
sistem pemerintahannya agar tercipta 
pembangunan yang efektif, efesien, 
transparansi, dan akuntabel serta 
mendapat dukungan atau partisipasi 
dari masyarakat dalam 
penyelenggaraan pemerintahannya. 
Dalam kegiatan pembangunan, maka 
partisipasi masyarakat merupakan 
perwujudan dari kesadaran dan 
kepedulian serta tanggung jawab 
masyarakat terhadap pentingnya 
pembangunan yang bertujuan untuk 
memperbaiki mutu hidup masyarakat, 
masyarakat sebagai kunci penentuan 
keberhasilan desa. Partisipasi 
masyarakat merupakan proses di mana 
seluruh pihak masyarakat dapat 
membentuk dan terlibat dalam seluruh 
inisiatif pembangunan (Kompas.com - 
14/02/2020, 19:00 WIB). 
Jadi, desa menjadi salah satu 
elemen penting dalam pemerintah yang 
akan mendukung pembangunan di era 
global saat ini. Sebagai unit 
pemerintahan terendah, keberadaan 
pemerintahan di Desa mempunyai 
karakateristik tersendiri dibandingkan 
pemerintahan pada tingkat kecamatan, 
kabupaten/kota, bahkan lebih luas di 
tingkat pemerintahan provinsi dan 
pemerintah pusat (Anis, dkk., 2019: 
86).  
Pemerintah desa sebagai ujung 
tombak dalam sistem pemerintahan 
daerah akan berhubungan dan 
bersentuhan langsung dengan 
masyarakat desa. Hal ini, karena sistem 
dan mekanisme penyelenggaraan 
pemerintahan daerah sangat didukung 
dan ditentukan oleh Pemerintah Desa 
dan Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) sebagai bagian dari pemerintah 
Daerah (Mamesah, tanpa tahun).  
Struktur kelembagaan dan 
mekanisme kerja disemua tingkat 
pemerintah, khususnya pemerintah 
desa harus diarahkan untuk dapat 
menciptakan pemerintahan yang peka 
terhadap perkembangan dan perubahan 
yang terjadi dalam masyarakat 
(Ridwan, 2020). 
Dengan demikian, maka dalam 
penyelenggaraan pemerintahan desa 
akan tersusun dengan baik dan semakin 
terarah, sehingga masyarakat termasuk 
kaum perempuan di desa merasa 
terwakili kepentingannya dalam 
menyalurkan aspirasi sekaligus 
berperan aktif dalam membuat 
kebijakan bersama. Oleh karena itu, 
BPD sebagai lembaga perwakilan 
dalam pemerintahan Desa diharapkan 
benar-benar menjalankan tugas dan 
fungsinya sebagaimana diatur dalam 
Permendagri Nomor 110 Tahun 2016. 
Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng 
dengan luas wilayah 548, 878 hektare 
dan merupakan salah satu desa yang 
mempunyai potensi sumber daya alam 
(SDA) yang melimpah, baik sumber 
mata air maupun sektor pertanian. Di 
sisi lain,  saat ini tak kurang dari 105 
hektare wilayah Desa Kuripan 
merupakan ladang pohon bambu 
(Sumber: Data Desa Kuripan, 2019). 
Karena itu, wilayah Desa Kuripan di 
Utara Bumi Tegar Beriman itu 
mendapat julukan sebagai penghasil 
bambu terbesar di Kabupaten Bogor 
dan sekitarnya. 
Berikut adalah potensi sumber 
daya alam di Desa Kuripan Kecamatan 
Ciseeng Kabupaten Bogor, dapat 
diuraikan dalam tabel berikut. 
 
Tabel: 1. Potensi Sumber Daya 
Alam 







1 Hutan Bambu 105 ha 
2 Hutan Kayu   47 ha 
3 Lahan Pekarangan Belum Tergarap   76 ha 
4 Luas Persawahan 240 ha 
5 Tanah Perkebunan 130 ha 
6 Sungai / Selokan 1,5 ha 
7 Tanah Hibah Masyarakat 578 m 
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Secara umum potensi yang 
dimiliki Desa Kuripan menggambarkan 
banyak potensi, namun belum tergali 
serta belum dimanfaatkan secara 
optimal. Hasil kajian sketsa desa, 
secara umum potensi yang dimiliki 
Desa Kuripan menggambarkan banyak 
potensi, namun belum tergali serta 
belum dimanfaatkan secara optimal. 
Keberadaan sumber daya alam di Desa 
Kuripan Kecamatan Ciseeng 
Kabupaten Bogor sangat melimpah, 
terutama dalam pemanfaatan tanah 
atau lahan pertanian, karena lahan di 
Desa Kuripan merupakan lahan tanah 
yang subur, sehingga sangat potensi 
dimanfaatkan untuk pertanian dan 
peternakan. Potensi sumber daya yang 
tersedia tersebut dapat dimanfaatkan 
masyarakat desa untuk mengatasi 
permasalahan yang ada dalam 
membangun desanya.  
BPD merupakan lembaga yang 
berperan sebagai wadah aspirasi 
masyarakat desa dan keberadaannya 
menjadi sangat penting, diharapkan 
mampu menjadi fasilitator dalam 
memenuhi kebutuhan warga desa dan 
mampu merancang program yang 
dapat diterapkan di Desa. Meskipun 
BPD memiliki posisi yang strategis, 
namun kenyataannya keberadaan BPD 
di desa Kuripan Kecamatan Ciseeng, 
belum menjalankan tugas dan 
fungsinya secara optimal. Lemahnya 
tugas dan fungsi BPD dalam 
penyelenggaraan pemerintahan desa 
dikhawatirkan akan mengganggu 
mekanisme check and balances, sehingga 
pada gilirannya akan memperlemah 













     Gambar 1. Kegiatan PKM Dosen Unpam 
 
Berangkat dari analisis situasi 
tersebut, dipandang perlu peningkatan 
pembangunan sumber daya manusia 
(SDM) dengan mempertimbangkan 
potensi desa, supaya merata dan 
berkeadilan dalam segala bidang, 
sehingga tercipta desa yang mandiri 
dan maju serta sejahtera 
masyarakatnya, termasuk kaum 
perempuannya.  
Salah satunya adalah dengan 
meningkatkan peran Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai 
mitra kerja Pemerintah Desa yang 
memiliki kedudukan yang sejajar 
dalam menyelenggarakan urusan 
pemerintahan, pembangunan, dan 
pemberdayaan masyarakat di Desa.  
Dengan demikian, BPD dapat 
berfungsi menetapkan Peraturan Desa 
bersama Kepala Desa, menampung 
dan menyalurkan aspirasi masyarakat 
yang diwakilinya. Karena kemajuan 
desa sangat ditentukan oleh bagaimana 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 




Guna memberikan pemahaman 
secara utuh dan menyeluruh terkait 
dengan permasalahan mitra, maka 
kegiatan pengabdian ini dilakukan 
dengan menggunakan metode ceramah, 
tanya jawab. 
Dalam rangka kelancaran kegiatan 
dimaksud, metode pelaksanaan 
dilakukan, meliputi; (1) Tahapan 
Perencanaan. Pembentukan Tim PKM. 
Selanjutnya tim melakukan obsevasi 
awal untuk menggali informasi dari 
berbagai pihak terkait dengan potensi 
desa dan permasalahannya, (2) 
Persiapan. Pada tahap ini Tim PKM 
menyiapkan, meliputi; (a) Administrasi, 
(b) Melakukan koordinasi dengan mitra 
(anggota BPD) dan Kepala Desa, (c) 
Penyiapan materi kegiatan, 
infocus/LCD, laptop, kamera/voice 
recorder), spanduk tema kegiatan, (d) 
Persiapan narasumber, (e) Alokasi 
waktu dan tempat pelaksanaan 
kegiatan, (3) Pelaksanaan. Pada tahap 
ini, Tim PKM melakukan kegiatan 
melalui sosialisasi/penyuluhan terkait 
dengan peran Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD) dalam menyalurkan 
aspirasi masyarakat.  
Khalayak sasaran adalah seluruh 
anggota BPD  di Desa Kuripan 
Kecamatan Ciseeng Bogor, sebagai 
upaya meningkatkan pemahaman 
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tentang peran, fungsi dan tugasnya agar 
terwujud hubungan yang sinergi dengan 
pemerintah desa, sehingga dalam 
penyelenggaraan pemerintahan di desa 
dapat lebih efektif sesuai dengan 
amanat Undang-Undang Desa dan 
warga desa akan lebih aktif dalam 
berpartisipasi yang terrefleksikan dalam 
berbagai bentuk sumbangan ide atau 
gagasan, tenaga maupun materi, dan (4) 
Evaluasi. Pada tahap evaluasi kegiatan, 
meliputi; evaluasi pemahaman peserta 
tentang tugas, fungsi, dan wewenang 
BPD dengan menyebarkan lembar 
kuesioner pada akhir kegiatan untuk 
memperoleh tanggapan atau umpan 
balik (feed back) dari seluruh peserta.  
Adapun lembar evaluasi yang 
disediakan dalam bentuk kuisioner, 
meliputi; 5 (lima) aspek, yaitu; (a) 
pelaksanaan kegiatan, (b) manfaat 
kegiatan, (c) materi sosialisasi, dan (d) 
profesionalitas narasumber. Dalam 
lembar kuesioner terdapat 7 (tujuh) item 
pernyataan yang diberikan kepada 
seluruh peserta, yaitu; terdiri dari aspek 
pelaksanaan kegiatan, aspek manfaat 
kegiatan, aspek materi sosialisasi, dan 
aspek profesionalitas narasumber. Para 
peserta diberikan 4 (empat) skala, yaitu;  
1 = sangat tidak puas, 2 = tidak puas, 3 
= puas, dan 4 = sangat puas. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Pelaksanaan Pengabdian Kepada 
Masyarakat ini dilaksanakan pada hari 
Minggu, 4 April 20121 sampai  dengan 
Senin 5 April 2021. Kegiatan ini 
bertempat di Kantor BumDes Desa 
Kuripan Kecamatan Ciseeng 
Kabupaten Bogor. Dalam kegiatan 
sosialisasi/penyuluhan ini dihadiri 11 
peserta terdiri dari 8 (delapan) anggota 
BPD dan 3 (tiga) orang perangkat desa.  
Kegiatan diawali dengan pembacaan 
do’a, kemudian dilanjutkan dengan 
sambutan sekaligus pembukaan 
kegiatan oleh perangkat desa dan 
sambutan Ketua Program Studi PPKn 
yang diwakili oleh R. Dede Siswandi, 
S.Sos.,M.Pd. Sedangkan yang bertindak 
sebagai moderator Abd. Chaidir 
Marasabessy, S.Sos.,M.Pd dan 
Nurdiyana, S.Pd.,M.H. Kegiatan 
pengabdian ini dilaksanakan selama 2 
(dua) hari dan dibagi dalam  2 (dua) 
sesi, sebagaimana diuraikan sebagai 
berikut: 
1. Pada sesi I 
Pada sesi pertama, tim 
menyampaikan materi tentang landasan 
hukum, meliputi: UU Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa dan Permendagri 
Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan 
Permusyawaratan Desa. Selanjutnya 
tim PKM memberikan penjelasan 
terkait dengan tugas, fungsi dan 
wewenang BPD. Penyampaian materi I 
disampaikan oleh Drs. Samino, M.A. 
Ed tentang fungsi, tugas dan wewenang 
BPD dan pada paparan materi II 
disampaikan oleh Saepudin 
Kartasasmita, S.Pd.,M.Pd. tentang 
Peran BPD dalam menyalurkan aspirasi 
masyarakat. Penyampaian materi oleh 
tim PKM selama 1 jam 30 menit, 
terlihat bahwa para peserta sangat 
antusias dalam menyimak materi yang 
disajikan. Setelah penyampaian materi 
selesai dilakukan tanya jawab dengan 
peserta. 
Dalam sesi tanya jawab, para 
peserta sangat aktif dalam mengajukan 
pertanyaan terkait dengan bagaimana 
cara menggali aspirasi masyarakat, 
menyelenggarakan musyawarah desa, 
melaksanakan pengawasan terhadap 
kinerja Kepala Desa dan melakukan 
evaluasi laporan keterangan 
















2. Pada sesi II 
Pada sesi kedua, tim memberikan 
penguatan terkait dengan tugas, fungsi 
dan wewenang BPD yang disampaikan 
oleh Abd. Chaidir Marasabessy, 
S.Sos.,M.Pd dan Nurdiyana, 
S.Pd.,M.H. Kemudian dilanjutkan 
dengan sesi tanya jawab. Dalam sesi 
tanya jawab ini, para peserta diberikan 
kesempatan untuk bertanya terkait 
dengan tugas, fungsi dan wewenang 
sebagai anggota BPD. Setelah itu, tim 
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melakukan evaluasi sebagai bentuk 
umpan balik dari peserta dengan 
membagikan lembaran kuesioner untuk 
mengatahui sejauhmana para peserta 









   
 
 
       Gambar 3. Kegiatan PKM Dosen  Unpam 
 
Berdasarkan hasil evaluasi yang 
dilaksanakan melalui penyebaran 
kuesioner kepada peserta yang meliputi; 
5 (lima) aspek, yaitu; (a) pelaksanaan 
kegiatan, (b) manfaat kegiatan, (c) 
materi sosialisasi, dan (d) 
profesionalitas narasumber, dengan 
memuat 7 (tujuh) item pernyataan yang 
diberikan serta jawaban diberikan 
dalam bentuk 4 (empat) skala, yaitu;  1 
= sangat tidak puas, 2 = tidak puas, 3 = 
puas, dan 4 = sangat puas. 
Berdasarkan hasil evaluasi yang 
dilakukan tim pengabdian melalui 
instrumen yang digunakan, maka hasil 
yang diperoleh cukup memuaskan, 
dimana seluruh peserta memberikan 
pernyataan pada skala 4 yaitu “sangat 
puas” dengan kegiatan yang dilakukan 
oleh tim PkM. Artinya dari 7 (tujuh) 
pernyataan kuesioner yang dibagikan 
kepada peserta, yaitu 100% para peserta 
menyatakan sangat puas dengan 
kegiatan yang dilaksanakan dan sesuai 
dengan harapan mereka serta kegiatan 
tersebut dapat memberikan manfaat 
yang sangat besar bagi anggota BPD di 
Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng 
Kabupaten Bogor.  
Berikut adalah hasil evaluasi yang 
dilakukan tim PKM dalam bentuk 
kuesioner yang telah diisi oleh para 

























































Berdasarkan uraian hasil evaluasi 
kegiatan yang telah dipaparkan di atas, 
maka kegiatan Pengabdian Kepada 
Masyarakat (PkM) yang dilaksanakan 
tim telah berjalan dengan baik dan 
memperoleh hasil yang maksimal.  
Dimana para peserta yang mengikuti 
kegiatan penyuluhan ini dapat 
memahami secara utuh dan 
menyeluruh tentang tugas, fungsi dan 
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wewenangnya sebagai anggota Badan 








Berdasarkan hasil dan pembahasan 
yang telah dipaparkan, maka 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Melalui kegiatan pengabdian ini 
anggota BPD dapat memahami tugas, 
fungsi dan wewenangnya dalam 
menyalurkan aspirasi masyarakat, baik 
dalam proses penyusunan RPJMDes, 
musyawarah desa, dan pembahasan 
peraturan desa.  
2. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 
seluruh peserta memberikan pernyataan 
pada skala 4 yaitu “sangat puas” 
dengan kegiatan yang dilakukan oleh 
tim PkM. Artinya dari 7 (tujuh) 
pernyataan kuesioner yang diisi oleh 
peserta, yaitu 100% menyatakan sangat 
puas dengan kegiatan yang 
dilaksanakan dan sesuai dengan 
harapan mereka dan dapat memberikan 
manfaat yang sangat besar bagi semua 
anggota BPD di Desa Kuripan 
Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor. 
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